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ABSTRAK

ABSTRAK

Era digitalisasi global membawa tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) di Indonesia, dengan meningkatnya pelanggaran hak cipta dan pembajakan. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi Indonesia dalam melindungi HKI di era
digitalisasi global, mengingat pentingnya HKI sebagai aset strategis negara. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan
melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, dan laporan terkait HKI. Analists dilakukan
untuk mengidentifikasi strategi diplomasi yang telah diterapkan, serta tantangan dan peluang
yang dihadapi Indonesia dalam melindungi HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Indonesia aktif dalam diplomasi multilateral melalui partisipasi di forum internasional seperti
WIPO. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara seperti
Malaysia dalam perlindungan HKI. Namun, tantangan seperti implementasi regulasi yang
belum efektif dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala utama. Strategi
diplomasi budaya, regulasi yang kokoh, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci

untuk memperkuat perlindungan HKI Indonesia.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Diplomasi, Digitalisasi, Perlindungan
Hukum, Indonesia
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ABSTRACT

ABSTRACT

The era of global digitalization presents new challenges in protecting Intellectual Property
Rights (IPR) in Indonesia, with increasing copyright infringement and piracy. This research
aims to analvze Indonesia’s diplomacy strategy in protecting IPR in the era of global
digitalization, considering the importance of IPR as a strategic asset of the country. This
research uses a qualitative research method with a case study approach. Data were collected
through literature siudy, policy document analysis, and reports related to IPR. Analysis was
conducted to identify the diplomacy strategies that have been implemented, as well as the
challenges and opportunities faced by Indonesia in protecting IPR. The research results show
thar Indonesia is active in multilateral diplomacy through participation in international forums
such as WIPO. In addition, Indonesia also establishes bilateral cooperation with countries
such as Malaysia in protecting IPR. However, challenges such as the ineffective
implementation of regulations and low public awareness remain major obstacles. Cultural
diplomacy strategies, strong regulations, and the use of digital technology are key to

strengthening Indonesia’s IPR protection.

Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Diplomacy, Digitalization, Legal Protection,
Indonesia
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era digitalisasi global telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek
kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya (Amalia, dkk., 2023). Digitalisasi
menawarkan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan
teknologi. Namun, era ini juga memunculkan tantangan baru, khususnya dalam
perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Di Indonesia, kasus pelanggaran HKI seperti
pembajakan karya seni, musik, film, dan perangkat lunak semakin sering terjadi,
merugikan pencipta serta pemilik hak dan berdampak negatif pada perekonomian nasional
maupun reputasi internasional Indonesia.Pentingnya penelitian terkait strategi diplomasi
Indonesia dalam melindungi HKI di era digital menjadi semakin mendesak, mengingat
tingginya angka pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan berbagai laporan
internasional, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat pelanggaran HKI
yang tinggi. Kondisi ini tidak hanya merugikan para pencipta karya dalam negeri, tetapi
juga mencoreng citra Indonesia di mata dunia.

Dalam era digitalisasi global, HKI merupakan aset strategis yang sangat berharga
bagi negara. HKI mencakup paten, merek dagang, desain, dan hak cipta, yang
memungkinkan individu serta organisasi memperoleh keuntungan dari karyanya
(Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021). Namun,
Indonesia menghadapi tantangan serius seperti plagiarisme, pembajakan, dan kejahatan
siber yang mengancam keberlangsungan HKI. Meskipun memiliki potensi besar dalam
pengembangan teknologi dan inovasi, Indonesia masih kesulitan melindungi HKI secara

efektif. Hal ini menjadi titik tolak untuk merumuskan solusi yang komprehensif.



Potensi besar Indonesia dalam inovasi teknologi menjadikan perlindungan HKI
sangat penting, mengingat perannya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan
daya saing negara. HKI juga berkontribusi sebagai salah satu sumber pendapatan negara
yang signifikan. Di tengah meningkatnya perdagangan internasional dan globalisasi
ekonomi, pelanggaran HKI kini terjadi lintas negara, sehingga membutuhkan kerja sama
internasional yang kuat. Sebagai negara dengan kekayaan budaya dan intelektual yang
melimpah, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan perlindungan
HKI-nya. Dari perspektif Hubungan Internasional, perlindungan HKI menjadi isu strategis
yang relevan di tengah digitalisasi global. Diplomasi memainkan peran penting dalam
meningkatkan kesadaran internasional, membangun kesepakatan antarnegara, serta
memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan global terkait HKI. Meskipun
berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat perlindungan HKI, termasuk di
Indonesia, tantangan implementasi dan penegakan hukum masih menjadi kendala utama.
Regulasi yang ada sering kali belum cukup efektif untuk mengatasi kompleksitas
pelanggaran HKI di era digital (Setyowati, dkk., 2005).

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk
memperkuat sistem perlindungan HKI melalui kebijakan, regulasi, dan praktik terkini.
Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek yang diberlakukan mencerminkan respons
pemerintah terhadap tantangan era digital. Berbagai inisiatif dilakukan untuk memastikan
perlindungan HKI yang efektif, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan
daya saing di pasar global. Pemerintah juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan
dalam menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, Kkreativitas, dan pertumbuhan
industri kreatif. Namun demikian, tantangan seperti tingginya tingkat pelanggaran hak
cipta, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

HKI masih perlu diatasi. Strategi diplomasi yang komprehensif dan adaptif sangat



diperlukan untuk menjawab tantangan ini sekaligus memastikan bahwa Indonesia dapat

memanfaatkan potensi HKI secara maksimal demi kemajuan bangsa.

Tabel 1. Ancaman dan Alasan Perlindungan HKI Indonesia

No | HKI yang Ancaman Alasan Dilindungi Negara Jenis Hak
Dilindungi | Perlindungan yang HKI
Mengklaim
1 | Batik Klaim budaya | Representasi budaya | Malaysia Indikasi
oleh negara nasional yang diakui Geografis,
lain UNESCO Hak Cipta
2 | Wayang Klaim Warisan budaya tak | Malaysia Hak Cipta,
Kulit kepemilikan benda yang diakui Warisan
budaya oleh dunia Budaya Tak
negara lain Benda
3 | Tenun Ikat | Pemalsuan Keunikan lokal dan | Tiongkok, Hak Cipta,
desain dan nilai seni tradisional | Thailand Desain
plagiarisme Industri
4 | Tari Pendet | Eksploitasi Warisan budaya asli | Malaysia Hak Cipta,
budaya dan dengan nilai sakral Warisan
klaim sepihak | dan identitas Bali. Budaya Tak
Benda

Sumber: Diolah oleh penulis.
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi tantangan penting di era
digital. Dalam mengatasi tantangan ini, diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap
kerangka regulasi yang ada. Langkah ini memungkinkan identifikasi kelemahan dalam
implementasi aturan serta penyesuaian regulasi agar relevan dengan perkembangan
industri musik, hiburan, dan teknologi informasi. Dengan pendekatan inklusif yang
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan tercipta lingkungan kondusif
untuk inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan industri kreatif, baik di Indonesia maupun
secara global. Indonesia memainkan peran aktif dalam diplomasi multilateral untuk
melindungi HKI. Dalam forum internasional seperti World Intellectual Property
Organization (WIPO), Indonesia berpartisipasi dalam negosiasi dan kerja sama untuk

meningkatkan perlindungan HKI (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).



Selain itu, Indonesia terus meningkatkan kapasitas diplomasi ekonomi multilateral untuk
memperkuat kehadirannya di forum-forum yang membahas HKI, perdagangan, dan
komoditas.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia telah terjalin sejak tahun
1957, dan meskipun kedua negara sering disebut sebagai "serumpun,” hubungan ini
mengalami pasang surut yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk isu-isu hak
kekayaan intelektual di era digitalisasi global. Dalam konteks ini, penting untuk
memahami bagaimana Indonesia dapat melindungi hak kekayaan intelektualnya melalui
strategi diplomasi yang efektif, terutama mengingat banyaknya pekerja migran Indonesia
di Malaysia dan potensi konflik yang dapat muncul akibat sengketa wilayah atau budaya.
Sejak awal, Indonesia berperan penting dalam mendukung kemerdekaan Malaysia dan
menjadi salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara
tersebut. Namun, hubungan ini tidak selalu mulus, ketegangan sering muncul, misalnya
dalam kasus sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan yang hampir membawa kedua
negara ke konfrontasi. Isu-isu seperti ini meningkatkan sensitivitas masyarakat Indonesia
terhadap tindakan Malaysia, yang dapat mempengaruhi hubungan bilateral secara
keseluruhan.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerjasama
di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan sosial. Banyak investor Malaysia
yang berinvestasi di Indonesia, membantu mengurangi angka pengangguran. Di sisi lain,
terdapat sekitar 2,5 juta warga Indonesia di Malaysia, banyak di antaranya adalah pekerja
migran yang menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial. Hal ini menciptakan
kebutuhan bagi kedua negara untuk mencari solusi diplomatik yang dapat meredakan
ketegangan dan melindungi kepentingan warganya. Di era digitalisasi global, perlindungan

hak kekayaan intelektual menjadi semakin penting. Indonesia perlu memperkuat kerjasama



dengan Malaysia dalam hal perlindungan hak cipta, paten, dan merek dagang untuk
mencegah pelanggaran yang dapat merugikan industri kreatif dan inovatif di dalam negeri.
Melalui dialog terbuka dan kesepakatan bilateral mengenai perlindungan hak kekayaan
intelektual, kedua negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi
pertumbuhan ekonomi digital.

Asal usul batik di Indonesia merupakan bagian penting dari warisan budaya yang
kaya dan beragam. Batik diyakini telah ada sejak abad ke-6 atau ke-7 Masehi, dengan akar
yang kuat di Pulau Jawa. Proses pembuatan batik melibatkan teknik menciptakan corak
pada kain menggunakan lilin dan pewarna, yang dikenal sebagai seni batik. Sejarah batik
tidak terlepas dari pengaruh budaya Hindu dan Buddha yang berkembang di Jawa, serta
pengaruh dari kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Kesultanan Mataram. Pada
masa itu, batik digunakan sebagai simbol status sosial, terutama di kalangan keluarga
kerajaan dan pejabat tinggi (Setiawan, 2023). Perkembangan batik berlanjut hingga era
kolonial, di mana Belanda melihat potensi ekonomi dari industri ini. Mereka
memperkenalkan teknik baru seperti batik cap untuk meningkatkan produksi. Namun,
meskipun ada perubahan tersebut, teknik tradisional tetap dipertahankan oleh pengrajin
lokal. Pada awal abad ke-20, batik mulai mendapatkan pengakuan internasional, dan pada
tahun 2009, UNESCO mengakui batik sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia
(Hakim, 2018). Pengakuan ini menjadi tonggak penting dalam melindungi hak paten dan
identitas batik sebagai warisan budaya asli Indonesia.

Dalam konteks hubungan antara Indonesia dan Malaysia, perlindungan hak cipta
atas kekayaan budaya menjadi isu yang sangat krusial. Klaim budaya yang sering
dilakukan oleh Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia, seperti pada kesenian batik
dan tari pendet, kerap menimbulkan ketegangan diplomatik. Situasi ini memerlukan

strategi yang efektif untuk memastikan perlindungan kekayaan intelektual Indonesia.



Indonesia dan Malaysia sering kali berbagi kesamaan budaya karena keduanya berasal dari
rumpun Melayu. Namun, persoalan klaim budaya menjadi lebih kompleks ketika
menyangkut pengakuan resmi terhadap warisan budaya. Dalam menghadapi klaim-klaim
tersebut, Indonesia perlu mengedepankan hak cipta sebagai upaya melindungi dan
mengakui kekayaan budayanya di tingkat internasional. Salah satu langkah strategis yang
diambil pemerintah Indonesia adalah mendaftarkan warisan budayanya ke UNESCO, yang
bertujuan memperkuat posisi hukum dan moral dalam menghadapi klaim serupa.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi diplomasi untuk
menangani isu ini. Salah satunya adalah melakukan protes diplomatik dan menyusun nota
keberatan resmi terhadap pengakuan budaya oleh Malaysia. Selain itu, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berperan aktif dalam mendata dan
mendaftarkan warisan budaya Indonesia, termasuk upaya untuk mendaftarkan kuda
lumping dan kesenian lainnya ke dalam daftar warisan dunia. Melalui langkah-langkah ini,
Indonesia tidak hanya berusaha melindungi hak cipta nya tetapi juga meningkatkan
kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya di kalangan masyarakat.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur juga memainkan
peran penting dalam diplomasi ini. KBRI bertugas menjembatani komunikasi antara kedua
negara dan mengklarifikasi posisi Indonesia terkait klaim-klaim tersebut. Melalui
konferensi pers bersama media Malaysia dan Indonesia, KBRI berusaha membangun
narasi yang menegaskan bahwa kebudayaan yang diklaim adalah milik Indonesia. Upaya
ini merupakan bagian dari strategi soft power yang bertujuan untuk menarik simpati publik
Malaysia terhadap posisi Indonesia. Namun, tantangan perlindungan budaya menjadi isu
yang kompleks. Hubungan budaya yang erat antara Indonesia dan Malaysia, misalnya,
sering kali memunculkan potensi konflik terkait klaim budaya, seperti batik, lagu

tradisional, atau tarian. Era digital mempercepat penyebaran budaya, tetapi juga membuka



celah bagi eksploitasi olen pihak yang tidak memiliki keterikatan terhadap warisan
tersebut. Hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap keaslian budaya lokal.

Indonesia perlu kebijakan yang jelas untuk mendefinisikan HKI budaya, termasuk
melibatkan pendekatan hukum yang kokoh. Diplomasi budaya menjadi instrumen strategis
untuk menjembatani kepentingan Indonesia di tingkat internasional. Melalui kerja sama
dengan negara ASEAN seperti Malaysia, serta partisipasi aktif di organisasi internasional
seperti UNESCO, Indonesia dapat memperkuat pengakuan dan perlindungan budayanya di
tingkat global. Di sisi lain, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat
promosi budaya Indonesia. Platform digital dapat menjadi sarana efektif untuk
mendokumentasikan karya seni, tari tradisional, dan elemen budaya lainnya. Dokumentasi
ini tidak hanya mempromosikan budaya Indonesia secara global tetapi juga menyediakan
bukti otentik yang dapat digunakan dalam sengketa internasional. Dalam lingkup ekonomi,
promosi budaya melalui teknologi digital mendukung pengembangan pariwisata dan
industri kreatif. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, Indonesia perlu memperkuat
regulasi HKI, terutama untuk mencegah eksploitasi budaya. Peningkatan kesadaran
masyarakat mengenai pentingnya melestarikan warisan budaya juga diperlukan, termasuk
melalui pendidikan dan kampanye publik.

Perlindungan HKI di era digital membutuhkan sinergi antara diplomasi budaya,
regulasi yang kokoh, dan pemanfaatan teknologi secara bijaksana. Strategi terintegrasi ini
dapat memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sekaligus mendukung pertumbuhan
pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, diplomasi hak cipta menjadi langkah
penting untuk memastikan pengakuan internasional atas karya seni Indonesia. Indonesia
juga menghadapi tantangan pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan karya seni dan
reproduksi ilegal. Dalam hubungan bilateral dengan Malaysia, isu ini menjadi strategis

mengingat keterkaitan budaya kedua negara. Diplomasi bilateral dapat mencakup



kesepakatan formal untuk mengakui karya seni Indonesia, didukung oleh digitalisasi
melalui platform resmi sebagai bukti autentik. Perkembangan terbaru mengenai hak paten
di Indonesia menunjukkan adanya upaya yang signifikan untuk memperbarui dan
meningkatkan sistem paten yang ada. Sejak tahun 2022, Rancangan Undang-Undang
(RUU) tentang perubahan kedua atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten telah
dimasukkan dalam program legislasi nasional. Proses ini telah berlangsung sejak tahun
2018 dan bertujuan untuk menyelaraskan hukum paten dengan perkembangan teknologi
dan ekonomi yang pesat di Indonesia (Heriani, 2023). Meskipun belum ada keputusan final
mengenai status hak paten yang diajukan, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen
pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual di tanah air.

Salah satu fokus utama dari perubahan undang-undang ini adalah untuk
memperbaiki kelemahan yang ada dalam UU sebelumnya, seperti definisi invensi yang
sempit dan batasan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Direktur Jenderal Kekayaan
Intelektual, Min Usihen, menekankan pentingnya penyesuaian norma pengaturan agar
lebih menjamin kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan (Heriani, 2023).
Dengan adanya perubahan ini, diharapkan proses pendaftaran dan perlindungan hak paten
dapat berjalan lebih efisien dan efektif, sehingga mendorong inovasi dan investasi di sektor
teknologi.

Digitalisasi memiliki peran penting dalam konteks perlindungan hak paten,
terutama dalam melindungi produk budaya seperti batik. Upaya untuk mendigitalisasi
informasi mengenai batik dan mengaitkannya dengan hak paten dapat membantu dalam
menjaga keaslian dan nilai budaya tersebut. Digitalisasi memungkinkan pencatatan yang
lebih baik dan transparan terhadap produk-produk yang ingin dipatenkan, serta
memudahkan akses bagi masyarakat untuk memahami proses dan pentingnya perlindungan

hak kekayaan intelektual (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Babel, 2024). Hal



ini juga sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
kreatif melalui pelindungan kekayaan intelektual.

Dalam konteks batik, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan
tetapi juga sebagai sarana promosi. Dengan mendigitalisasi desain batik dan
menjadikannya sebagai bagian dari sistem hak paten, para pengrajin batik dapat lebih
mudah menunjukkan keunikan karya dunia kepada pasar global. Ini dapat meningkatkan
daya saing produk batik Indonesia di kancah internasional (DJKI, 2024). Selain itu,
digitalisasi juga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelanggaran hak
cipta dan paten yang mungkin terjadi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman
bagi para inovator. Seiring dengan pencanangan tahun 2025 sebagai Tahun Hak Cipta dan
Desain Industri, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia NTB, 2024).

Melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi, diharapkan masyarakat akan
lebih sadar akan hak-hak mereka terkait kekayaan intelektual, termasuk dalam hal paten.
Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya akan melindungi produk budaya seperti
batik tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas di seluruh sektor industri di Indonesia.
Dengan langkah-langkah ini, perlindungan HKI tidak hanya menjadi alat negosiasi, tetapi
juga pilar penguatan citra bangsa. Melalui diplomasi yang kuat dan regulasi yang tepat,
Indonesia dapat melindungi kekayaan budaya sekaligus memanfaatkannya untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat identitas nasional di tingkat

global.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, rumusan masalah yang telah
penulis rumuskan yaitu “Bagaimana Strategi Diplomasi Indonesia dalam Melindungi
Hak Kekayaan Intelektual Indonesia di Era Digitalisasi Global?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi diplomasi Indonesia dalam melindungi

hak kekayaan intelektual Indonesia di era digitalisasi global.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat membantu pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan
yang lebih efektif dan komprehensif untuk melindungi HKI.

2. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi diplomasi Indonesia
dalam forum internasional seperti World Intellectual Property Organization
(WIPO).

3. Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil
untuk memastikan bahwa inovasi teknologi dan ekonomi digital di Indonesia dapat

berkembang tanpa mengorbankan perlindungan HKI.
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